TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR BERBASIS KEPASTIAN HUKUM
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN TEGOWANU
KABUPATEN GROBOGAN)

TESIS

\\ UNISSULA /|
".I. MJJ"E’E’&P‘:"U ol :.-_l l,'(

———g

Diajukan Oleh :

Nama : Ulil Abshor
Nim : 20302200084
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR BERBASIS KEPASTIANHUKUM HUKUM

TESIS

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmo Hukum

UNISSULA
atllulll €001 loluinela




TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR BERBASIS KEPASTIANHUKUM HUKUM

Diajukan Untuk Penyusuman Tesis

P 1o gram Magister Hukum
Oleh:
Nama : ULIL ABSHOR

NIM : 20302200084
Konsentrasi  : Hukygs.Pidana

e B B o o B B




TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR BERBASIS KEPASTIANHUKUM HUKUM

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 09 Desember 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketng,

i

UNISSULA

| £ &
et L U Zant et e la
w i | Eadi Lol yinels




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama  : ULIL ABSHOR
NIM : 20302200084

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis IImiah yang berjudul :

r

o =
o L— =i L

UNISSULA
‘Fﬁﬁwjéﬂbl s L?.




PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ ULIL ABSHOR

NIM : 20302200084
rogram Studi : MAGISTER HUKUM
~akultas 1 “AKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah beru - oichi
dengan judul : 5

Pernyataan inil ; erbukti ada

pelanggaran Ha : itutan hukum
yang timbul akan Islam Sultan
Agung. II"

UNISSHL&

el €500 lolunola

*Coret yang tidak perlu



BAB |

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang
Perlindungan adalah suatu upaya/tindakan dari pemegang kuasa
untuk memberikan kemaslahatan kepada bawahannya melalui berbagai

aturan yang berpihak kepada b#aahannya baik secara individu maupun

setiap orang berhak
atas pengakuan; jaminar hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum” .

Perkawinan merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan

kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya. Perkawianan

merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat

1 Cecep Cahya Supena.2015, Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada
Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Moderat: Jurnal llmiah llmu Pemerintahan, Vol 9 No. 2, h. 3727388.



mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada.
Sudah menjadi kodrat dari Tuhan,bahwa dua orang manusia yang berlainan
jenis kelamin, yaitu laki-lakidan perempuan mempunyai keinginan yang
sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal
tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut
dalam sebuah ikatan Perkawianan. lkatan perkawinan ini akan membawa

manusia untuk selalu merasa tent£an

o

atau tenang dalam menjani hidup yang
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salah satu cara Tuhan menunjukkan rasa kasih sayang untuk menentramkan
ummatnya, dan hal ini akan dipahami bagi mereka yang memahami dengan
baik tentang esensi dari setiap perbuatannya. Sejalan dengan hal tersebut

dijelaskan dalam Undang — undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perkawinan bahwa, pada hakikatnya perkawinan adalah ikatan

2 Depag RI, 1989, Al QurZlan dan Terjemahnya, Toha Putra, Semarang, h. 223



lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. lkatan lahir adalah ikatan yang
menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan- peraturan yang ada,

sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung,

dan merupakan ikatan psikologis.

di bawah umur

&2
yang serin \ U ﬂ@a 33 U i.ﬁ 4la materi tetapi juga

"f”l‘l"ﬁ"” I’dﬂu’s 'rnf:-«msr-u"ﬂ-"'u’h awah umur 19 tahun

masih banyak erkawinan Anak (usia
dini) merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki, karena
anak-anak rentan kehilangan hak pendidikan, kesehatan, gizi, perlindungan

dari kekerasan, eksploitasi, dan tercabut dari kebahagiaan masa anak-anak

dan berdampak buruk dan bagi anak perempuan lebih buruk lagi.*

3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7

4 BPS dan UNICEF, 2016, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia



Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang
melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau
ikatan perjanjian hukum antar pribadi dan segenap keluarga yang
membentuk hubungan kekerabatan.Perkawinan umumnya dimulai dan
diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani

dengan maksud untuk membentuk keluarga.Dalam sebuah perkawinan

diperlukannya seseorang menrat- syarat, prosedur, jenis, dan

/\ lis akan sedikit memaparkan

k¥ ri faktor usiayang

u Ni gg w (s onesia umur yang
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belum matar) ="=75-LL*!'-£J1@*?1Q1-'5‘:‘-1.»;‘—?:-7;?,5& iflak yang seharusnya,

pemerintah, ma umbang terbesar bagi
proses pertumbuhan danperkembangan anak menuju masa depan yang lebih
baik, harus dipahami bahwa komunitas anak merupakan kekuatan terdepan

yang tak terpisahkan dengan eksistensi dan masa depan suatu Negara °, oleh

karena itu kewajiban kita bersama untuk memberikan perhatian penuh

Anak di Indonesia, Jakarta, h. 13

5 Madja El Muhtaj, 2009, Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, h. 235



kepada setiap individu agar melaksanakan suatu perbuatan sesuai aturan agar
generasi yang berkualitas dapat tercipta dengan baik kedepannya. Seperti
halnya urusan kematangan urusan perkawinan di Indonesia telah diatur
dengan baik tentang batasan usia setiap orang baik perempuan maupun laki-
laki untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di masyarakat baik di

pedesaaan maupun perkotaan masih banyak kita jumpai pernikahan yang

tidak sesuai dengan umur mata .-r di negara kita.

L3 13
e b ab e el RS PRI  (i |ota besar, yang

ingin menikah muda:

Perkawinan di bawah umur hanyalah sepenggal realitas sosial yang
dihadapi masyarakat saat ini. Pada kalangan remaja, perkawinan di bawah
umur ini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari seks bebas. Ada
juga yang melakukannya karena terpaksa dan karena hamil di luar nikah.
Pendapat tersebut mungkin ada benarnya, namun pernikahan tentunya bukan

hanya sekadar menyatukan diri dalam suatu perkawinan sebagai jawaban



atas permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Pernikahan merupakan suatu
bekal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang. Oleh karena itu perlu
adanya kesadaran bagi masyarakat untuk lebih mengoptimalkan kehidupan
yang baik yang selarasdengan aturan yang ada di negara Indonesia, agar
terciptanya keteraturan hidup bermasyarakat yangbaik.Selain itu dalam

syariat perkawinan dalam hukum Islam bahwa diantaranya adalah untuk

mendapatkan keturunan dan genetgsi yang akan datang.Tentunya hal ini pula

BN Qdari seorang laki-laki ataupun

UNISSULA / in dasar perkawinan

itusendiri. Sal} ':“"M'E 1@;}9;(:51&3%!7;%F[@- atangan usia.

ditimpa masalah karena
tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan
dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam
penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai
kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk
mengarunginya. Biasanya kondisi dimana pasangan yangtidak sanggup

menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat



menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarah pada
perceraian keluarga,Sehingga banyaknya perkawinan di bawah umur ini juga
berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian.

Banyaknya kasus perceraian ini merupakan dampak dari mudanya
usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. Namun dalam
alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan menikah muda, melainkan

masalah ekonomi dan sebagainyas

asalah tersebut tentu saja sebagai

GNMI S& UL A awin muda karena
\ ﬂﬁu‘g’y!éﬁ?‘m‘l*?*lﬂe”-%fﬁ‘-w‘!.eh ifdinkan karena telanjur

hamil dan orangtua tidak me Ipritan pada anak itu selain menikah
dengan sang pacar padahal sebenarnya tidak ingin menikah, tetapi juga tidak
ingin mengugurkan kandungan. Kasus-kasus seperti ini merupakan
fenomena di kota-kota besar. Hal ini juga akan mengakibatkan penolakan
dari keluarga karena malu. Selain itu, fenomena menikah di usia muda
iniakan beruntut pada masalah sosial lainnya seperti tindak kriminal aborsi,

risiko penyakit menular seks (PMS), serta perilaku a-sosial lainnya dan juga



tidak menutup kemungkinan pekerja seksual juga muncul dari “ budaya
kebablasan™ ini.

Contoh kasus lainnya seperti yang dikutip dari berita suara media
tentang kasus pernikahan kontroversional yang dilakukan oleh Pujiono
Cahyo Wicaksono atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Puji berumur
43 tahun dengan Lutfiana Ulfa berumur 12 tahun. Meskipun pihak laki-laki

mungkin dinilai sudah matang,,

P

#amun bagaimana dampaknya bagi pihak
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perempuan yang masih_ageh
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de) ini sebenarnya telah
ditentang oleh organisasi perempuan di tanah air sejak 80 tahun yang lalu.
Seorang perempuan dari organisasi Putri Indonesia pada tahun 1928 di
Kongres Perempuan, menyatakan bahwa masalah perkawinan anak-anak
merupakan penyebab kemunduran perempuan di tanah air dan perlu

perhatian yang besar. la mengatakan bahwa hatinya sangat sedih bila melihat

6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta, 2010, h. 7



murid-murid perempuan yang baru berumur 11 atau 12 tahun dikeluarkan
dari sekolah sebab hendak dinikahkan. Selain itu di Indonesia ini juga
terdapat adat dari daerah setempat yang melegalkan perkawinan yang masih
tidak mencupi usia produktif perkawinan, dan adapula yang terjadi karena
pergaulan yang tidak terkontrol oleh masyarakat. Dan di daerah tertentu

salah satu pemicu perkawinan di bawah umuradalah faktor ekonomi dimana

observasi awal dengan
diskusi dengan kepala KUA padahal ini bahwa dalam setiap tahunnya ada
saja warga yang masih melakukan hal tersebut dengan alasan yang beragam.

Perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di KUA Tegowanu,

jumlahnya terus mengalami peningkatan dan telah menimbulkan banyak

’http://fransiskalimantata.blogspot.co.id/2010/01/ dampak - pernikahan -di - usia
muda terhadap.html).



http://fransiskalimantata.blogspot.co.id/2010/01/

permasalahan, baik permasalahan di kalangan keluarga maupun
permasalahan di tengah-tengah masyarakat, diantarnya yaitu semakin
meningkatnya angka perceraian, karena perkawinan dibawah umur secara
psikologis dianggap belum siap, baik kesiapan mental maupun kesiapan fisik
kedua belah pihak dalam membangun komunikasi, akibat perubahan fisik,
kehadiran anak, dan sebagainya.

Hasil observasi awal pgaeliti menemukan lebih dari 28 kasus

A

o

Qtan tahun 2021-2023 di KUA
S

U Nz Eg U (8¢ A /a yang seharusnya

L3 13
cetblul Jﬁﬁ!ﬁ!uﬁlﬂ?ﬁ-?%&h g seharusnya remaja

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik
untuk membahas permasalahan ini sebagai tugas akhir dalam penyelesain
studi penulis dengan judul Tesis: Tinjauan Yuridis Terhadap

Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur Berbasis Kepastian

8 Observasi Peneliti hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 di data perkawinan KUA
Tegowanu



Hukum (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tegowanu Kabupaten
Grobogan)
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Pengaturan Perkawinan di bawah umur di Indonesia ?
2. Bagaimana Pencegahan Perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu
berbasis kepastian hukum?

C. TujuanPenelitian

suatu  penelitian  yang dapat

ur di Indonesia

umur di KUA

W
D. Kerangka UN'SSULA
1. Kepastian f’"""!'j‘!"l'-’-j_'..’l Iéﬁb Lelqml,a.

tertulis maupun tidak
tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman
bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap
individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian

hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan



diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga
tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai
daya prediktabilitas®

Adapun kepastian hukum dalam perkawinan tertuang dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah di tetapkan mengenai batas usia untuk

dapat melakukan perkawinan (syarat materiil). Salah satunya adalah pasal 7 ayat

secara

2. Perkawing !m‘ MH S§ U Lﬁ
wellal/lgonlololuinala

ini yakni pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai antara pria dan
wanitanyai yang menyimpangi (melanggar) dari aturan yang tidak sesuai

dengan batas usia yang telahi ditetapkan untuk melaksanakani

® M. Yahya Harahap, 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:
Penyidikan Dan Penuntutan, Jakarta: Sinar grafika, h. 90

10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7



pernikahan.'!

Menurut UNICEF bahwa pernikahan yang dilakukan baik secara
resmi maupun tidaki resmi sebelum mencapai umur 18 tahun.*2 Menurut
Al Ghifari mengemukakan pernikahan dini adalah pernikahan yang
dilakukan oleh anak yangi usianya masih remaja. Hal ini dapat diberi

kesimpulan bahwasannya arti dari pernikahan dini adalah pernikahan

» \ ang dijelaskan
\\h 16 Tahun

U iww BQ u LA aya untuk melindungi

e (3 [ ]
ﬂf-uﬁ#-ylé;@d.!!-lsﬁl.egf-f:!'zé",rsh ' penguasa yang tidak
sesuai dengar R R ewujudkan ketertiban dan

ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati

11 Arimuriti Intan dan Ira Nurmala, 2017, Analisis Pengetahuain PerempuaTerhiadap
Perilaku Melakukan Pernikaihan Usia Dini dKkecamatan Bondiowoso, (The Indonesian rnal Public
Health, Vol.12 No.2), h. 250

12 Ibid.

13 Irne W.Desiyanti, 2015, Fakto-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini
pada Pasangan Usiubur di Kecamiatan Mapaniget KotManado, Jurnal Jikmu, Vol.5 No.2, h. 271.

14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



martabatnya sebagai manusia.®

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa
proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama,
yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan
hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial.
Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi

gnd peran) itu berperan dalam koridor hukum,

penegakan hukum, dan pemeg:

sedangkan kekuatan g% ; RGOS iaI merupakan komponen “ non-

the rule laid cowr omplex of social, political,
and other process affecting them, and the feedbacks from role occupants.
Keempat, how the law maker will act is a function of the rules laid down for
their behavior their sanction, the inhere complex of social, political,

ideological, and other forces affecting them, and the feedbacks from role

15 Setiono, Rule of Law (supremasi hukum), Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h 3.



occupants and bureaucracy.

Perkawinan dini atau sering disebut dengan perkawinan di bawah
umur adalah perkawinan dilakukan antara pria dan wanita yang masih
belum mencukupi umur yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang. Pada
dasarnya istilah kata “ dibawah” lahir karena adanya pembatasan usia

minimal seseorang diizinkan untuk melakukan perkawinan.

Teori Kepastian -

merupakan Keadaa

maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan
oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya
peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip
utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut
M. Kordela (2008) “ The legal certainty as the superior principle of the

system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a



defined group of values™¢. Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner
mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan
melindungi  masyarakat terhadap perbuatan  pemerintah  yang
sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat
dan menegakkan aturan hukum.’

3. Teori Penegakan Hukum

P
@ w] 5?3 u ﬂ_& ddalah berupa sistem
”'!!”121 st Ié""

A

16 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, BAsas Kepastian
Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga
Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,2 Jurnal Imu Hukum Vol 16, No.
1,2020, h. 88=100.

7 Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan
yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan
pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat
disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu
peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan
mempunyai daya prediktabilitas.



peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini
diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat
penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-
Undang.8

Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam
sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP

melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang

- -
) seb garin 4 peraturan perundang-

\ UNISSULA

oo A emersiiel SN hukum semata-mata.

r tersebut merupakan

bagian yan

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum

sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik

18 M. Yahya Harahap, Op.Cit., h. 90.

1% Tolib Effendi, 2013, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses
Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia, , h. 145.

20 Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan
abolisionalisme, Putra abardin , Bandung, h. 14.

2 Ibid, h. 17



hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai
dengan sruktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem
yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial
memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara

keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan

dari keempat aparatur pe :-» tersebut dalam melaksanakan

tugasnya, sistem ya 10 ,-'-‘ J

U N 53 UbLA i menegaskan bahwa

|.L,ujf I,:1n1‘ ‘lld”.lngmmrlﬁ alah sinkonisasi atau

a. Sinkronisasi struktural (structural syncronization) yaitu keserempakan

dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

22 Romli Atmasasmita, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta,
h. 6-7

2 Mardjono Reksodiputro, 1993, “Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada
kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)d; Pidato Pengukuhan
Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam llmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, , h. 1



b. Sinkronisasi substansial adalah (substansial syncronization) yaitu
keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal
dalam kaitannya dengan hukum positif.

Sinkronisasi kultural (cultural syncronization) yaitu keserempakan
dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan
falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan

pidana.

F. Metode Penelitian

U Iq; ES u ﬁ_& iffkawinan di bawah

e (3 [ ]
1 ﬁu""‘-’-y!@ﬁﬁl’-IE‘-L#:-'-W-?@&‘" pakan penelitian yang

KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian
deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan metode yang

dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang



berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek
penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian
dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.?*
3. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data

Data yang digunakan dalam pggelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder, yaitu:

g diperoleh
roleh peneliti

peroleh dan dicatat

UNISSULA

KT, Daran hukum primer adalah
bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan
hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan,

catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan

24 Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 223

25 Nur Indrianto dan Bambang Supomo, 2013, Metodologi Penelitian Bisnis Untuk
Akuntansi Dan Manajemen, BPFE, Yogyakarta, h.142

% Ibid., h. 143.



perundang-undangan.?’
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer
sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak

b) Bahan

i i ‘ I p g‘-f r"/ bahan hukum
<%

3 HEL Eﬂ* ﬂl.ab
1) \§ “M N} 5._5‘ |Ll LA #hjelaskan  mengenai
\ el 18R Lol
L} %,
P
2) Artikel jurnal ilmiah mengenai perkawinan di bawah umur

3) Karya tulis/karya ilmiah;
4) Doktrin atau pendapat hukum,;

5) Laporan penelitian

27 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media
Group,Jakarta,h.141

28 Sperjono Soekanto dan Sri Mamuiji, Op.Cit., h. 23



6) Dan sebagainya.
¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan
pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder?®
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum

tersier sebagai

flenting seperti
profil lokasi
jnan anak dibawah

W IH u _o‘-:; :.E L6 A fengan masalah yang
el | gl leluinda

4. Metode pengu

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dibagi menjadi dua

yakni:

a. Data primer

1) Observasi

Blbid., h. 54.



Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan
dan pencatatan secara sistematis terhadap penemuan- penemuan mana
yang di selidiki.®® Dalam aplikasinya metode observasi ini digunakan
untuk mendapatkan data dan informasi tentang hal-hal yang berkaitan
dengan perkawinan anak di bawah umur.

2) Wawancara

y

d0as dan interview

UNISSULA
et/ gaRtitohsinalo.

Jan dilakukan dengan
, 3) Tokoh agama, 4)
Tokoh masyarakat, 5) Orang tua anak yang kawin di bawah umur, 6)
Anak atau pelaku yang kawin di bawah umur baik laki-laki maupun
wanita, serta pihak terkait lainnya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian melalui wawancara

30 Suharsini Arikunto, 2016, Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktis, PT. Rineka
Cipta, Jakarta, h.123.

31 Nasution, S, 2001, Metode Research, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h.23



ini yaitu data tentang: 1) praktik pernikahan anak di bawah umur di
KUA Tegowanu , 2) perkawinan anak di bawah umur dan
penyelesaiannya di KUA Tegowanu.

b. Data sekunder
1) Studi dokumen
Dokumentasi adalah berasal dari kata dokumen yang berarti

erupakan informasi yang diperoleh lewat

barang-barang tertulis yang n

T

tulis-tulisan, dokumens& < g berbentuk foto-foto

Iy si<an pelengkap dari

2

#lge gy penelitian

Gt
E dkan semakin
-

Bl ' = J dalam metode

\ A “*

\ UNISSULA

N Jrgéy?h-! fitaleaan pdale teknik pengumpulan
":"ﬁ,f SR i

data dengae=mmenaacacan ssmemend | terhadap buku-buku,

literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada
hubungannya dengan masalahyang dipecahkan.3?
5. Metode Analisis Data

Penulisan tesis ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

32 Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, ALFABETA, Bandung, h. 83.
33 M. Nazir, 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 27.



Adapun analisis data dilakukan secara logis dan sistematis. Untuk
memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan analisis data secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, mulai dari
pengumpulan data, penyajian data dan mengambil kesimpulan danverivikasi
data®®.Analisis data pada penelitian ini mengikuti model Miles and

Huberman yang dikutip oleh Sugiyono sebagai berikut:

Gambar 1.1. Diagram Kegaonen Dalam Analisis Data

Langkah-langkah atau proses analisis data ini dilakukan dengan

langkah yaitu: Pertama, pengumpulan data. Kedua, reduksi data yang

34 Moleong. J. Lexy, 2012, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung, h.146

35 Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta,
Bandung, h. 249.



berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak
perlu.

Ketiga, display data yaitu menyajikan dalam bentuk uraian
singkat, dengan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Keempat,
conclusion yang artinya setelah mendapatkan data yang sudah direduksi

mencoba mengambil kesimpulan dan

dan didisplay maka penulis;

verifikasi.

Masalah,
JK2 Konseptual,

" Isi Tesis.

ang Perkawinan di

UNISSULA /
A "’"'Fj“!"'"j_’,‘r 1@?‘?’1;'.5’-'131.-4::5#!&:& i imum, Perkawinan di
s, [Faktor Penyebab
Perkawinan Anak di bawah Umur, Dampak Perkawinan Anak di

Bawah Umur dan Tinjauan tentang Regulasi Perlindungan hukum

perkawinan di bawah umur di Indonesia dan Teori Kepastian

Hukum.

BAB IlI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



Bab ini akan diuraikan mengenai pengaturan perkawinan di bawah
umur di Indonesia dan pencegahan perkawinan dibawah umur di
KUA Tegowanu berbasis kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP
Bab ini berisikan simpulan-simpulan yang di dapat dan diambil
dari penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan.

Daftar Pustaka

Lampiran _#= .

UNIS!
‘Fﬁﬁwjéﬂbl s L?.




BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

3. Perkawinan Secara Umum
Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “ Nikah” diartikan

sebagai Perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri

(dengan resmi). Perkawinan,Al-Qur’ an menggunakan kata ini untuk

pun atau

suatu ikatan

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

3¢ Aminudin, 2003, Figih Munakahat, Bandung : Pustaka Setia, h. 43.

37 Dasuki Ahmad, 1984, Kamus Pengetahuan Islam, Pustaka, Kuala Lumpur, h. 76

28



wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat
kepada tidak berbuat aniaya ( Q.s. An Nisa : 3)%®

Menurut Sudarsono sebelum adanya Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan
suku bangsa di berbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor

2 dari Undang-undang nomor 1_Tahun 1974.3%4 Penggolangan penduduk

u Nl ss u LA Y Kristen berlaku
\m’MIé;PL;LMl& /

Huwelijksor

GLLTLILITTT T e - 'I smimsmimTes e,

4. Bagi orang-orang timur asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan
Cina berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-undang hukum Perdata

dengan sedikit perubahan.

3 Kementerian Agama Rl, 2017, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur@an., Mecca
QurBan, Boyolali h. 77

39 Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, h.5

40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2003,
Citra Umbara, Bandung, h. 56



5. Bagi orang timur asing lainnya dan warga Negara Indonesia keturunan
timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.

6. Bagi warga Negara Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa
dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-undang hukum
Perdata.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah hasil dari suatu usaha

untuk menciptakan hukum nasiosgl. yaitu yang berlaku bagi setiap warga

gambaran antai 0 3 sarastcElejiwaan dan kebudayaan

3 w\\‘ Negara RlI, selain
N

bersama dari % ':'r*’”ﬂ*-if !éﬁhﬂa’lngﬂi?%_ Jyan, yang memenuhi
syarat-syarat yang termasuk da atura but.#> Artinya dalam
perkawinan yang tujuan untuk hidup bersama-sama antara suami isteri harus
memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan

di Indonesia.

41 Rasyidi Lily, 1982, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia,,
Alumni, Bandung, h. 24

42 R, Wiryono Prodjodikoro, 2008, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung,
h.34



Selanjutnya di bawah ini pendapat mengenai pengertian perkawinan
ini beberapa pakar memberikan definisinya, seperti Menurut Sayuti Thalib
perkawinan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan.*® Artinya bahwa di dalam suatu
perjanjian perkawinan terseimpan janji dan ikatan yang suci, kemudian

perkawinan dikatakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan

Definisi ini pula sl VAl La-hanya ikatan suci tapi di

i‘%“% : i i kasiarga dari kedua

LUiNi &Q LA ing sah antara laki-

laki dan seoran? f"‘“’u"r"'w“; ﬁ‘:“ M2 P r!._.zju ¢ /Hal ini berarti bahwa
dalam sebuah perkawimnan ya 4N TaKka Kan melakukan hubungan
seks untuk kelangsungan hidup kedepannya.

Menurut Wirjono dalam buku hukum orang dan keluarga Soedharyo

Soimin, menyatakan bahwa perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang

43 Thalib Sayuti,1986. Hukum Keluarga Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta. h. 47

4 Soemiyati, 1990, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,
cetakan ke 2., Banjar Maju, Bandung, h. 1

4 Subekti, 1994, Pokok-pokok Hukum Perdata, cetakan ke 2. Intermassa, Jakarta, h.23



laki-laki dan seorang permpuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk
dalam peraturan tersebut.*6

Dari pengertian perkawinan yang diungkapkan para pakar di atas
tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan

adalah perjanjian antara calon suami dan calon isteri untuk membolehkan

bergaul sebagai suami isteri gu .- suatu keluarga. Akan tetapi

‘ ukum Perdata hanya
,

nenjadi sah dalam

U w@i Eg U ﬁ_ﬂ fing-undang. Hal ini
terjadi apabil T'V’u"t"-j;:' I&n:;:,'rﬂéla;:?ﬂ.r',g:. r/ ng-undang. Dengan
kata lain perkawir yang memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-
syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Hal ini jelas bertentangan

Negara falsafah Negara pancasila yang berkaitan dengan masalah perkawinan

yang merupakan perbuatan yang suci yang mempunyai hubungan erat sekali

46 Soedharyo Soimin, 2002, Hukum Orang dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, h. 3

47 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk
Wetboek cetakan ke 27, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 26



dengan agama sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur
lahir/jasmani tapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan penting.*
Pernikahan disebut juga perkawinan, yakni akad yang ditetapkan
syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan
perempuan dan menghalalkannya dan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian pernikahan menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahunng Perkawinan, perkawinan yaitu

ikatan lahir batin ..f nlta sebagai suami istri dengan

ﬁ“*

U NE gn - w Lﬂ arti ini karena kata

artinya hubungarmketamindanagad ya 3 afubungan lahir dan bathin
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disebut dengan
istilah suami dan istri.*°

Akan tetapi akadnya (perjanjian) yang membuat perbuatan yang

48 Hilman Adikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-
undangan,hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, h.7

4 A. Hamdani H.S.A, 1989 , Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Amani,
Jakarta, h. 67



sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi dihalalkan, yang
menyebabkan hubungan suami dan istrinya menjadi sah (resmi). Oleh karena
itu, bukanlah pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga
bahwa pernikahan dilakukan semata oleh mentaati perintah Allah dan untuk
ibadah, bukan semata karena dorongan kebutuhan biologi atau lainnya.
Menurut Imam Madzhab dalam kitab figih lima madzhab, para Imam

Madzhab berpendapat adalah : _Syafi’ iyah dan Hanafiyah adalah Nikah

ifu perjanjian yang
sangat kokoli}t u ':E QQ u E.ﬂ an ijab dan gabul
antara wali nik§ ?""FLL“E"J_;‘F Iéﬁiﬂ”ﬁlnﬁ:‘.ﬂaﬂ-} membentuk suatu
arperdasarkan Ketuhan Yang
Maha Esa.

Peristiwa pernikahan oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa yang

sangat penting dan relegius, karena peristiwa nikah disamping erat kaitannya

dengan pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk

%0 Azhim Abdul Bin Badawi AL-Khalafi, 2007, Figih Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah
As-Shahihah (penerjemabh Jalil Abdul MaBruf ) Pustaka As-Sunnah, Jakarta, h. 112.



suatu rumah tangga atau keluarga sehat sejahtera, beriman dan bertaqwa
kepada Allah SWT yang akan menjadi landasan terbentuknya masyarakat dan
bangsa Indonesia yang modern, madani, relegius dan sosialistis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.5!

Dapat dikatakan perkawinan ialah suatu ikatan lahir dan batin antara

seorang pria dengan seorang wanita atau seorang suami dengan seorang istri

dengan tujuan membentuk rumah tangga ) yang terdiri dari ada
I, istri, , /\ engan terpenuhinya sandang

7 peraturan yang

URNE 9.‘?‘- ULA
”’FLL’”H 1@5"@ 1-11::1-4--:-#!,4’;'“ Ffurut Tinjauan Yuridis

engan istilah pernikahan di
bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di
berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik
kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Setelah menikah

seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan

51 Kisyik Hamid Abdul, 2003, Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah,
Albayan, Bandung, h. 9



hanya mengurusi rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntut lebih
memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.

Ada banyak pengertian perkawinan di bawah umur, diantaranya: (1)
pengertian secara umum, merupakan instituisi agung untuk mengikat dua
spirit lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga, (2) menurut.
Sarlito Wirawan Sarwono perkawinan di bawah umur adalah sebuah nama

yang lahir dari komitmen moral-gs

o

keilmuan yang sangat kuat, sebagai

/h

U f@ﬁ sg w LA Jjungjawabkan atas
perbuatan huku§ ?“"uﬂ"‘j”&j’;?t’ !-"31-#7;1'-'-‘-“!-‘.5: mbarkan kecakapan
seseorang untuk bertimnda

Pengaturan usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan

pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai pasal 47 UU Perkawinan, Hazairin, berpendapat bahwa

52 Sarlito, 2011, Psikologi Remaja. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, h. 33
53 Wahono Darmabarata, 2003 Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan undang-undang dan peraturan pelaksanaanya, Gita Maya Jaya,
Jakarta, h. 19



pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah menjadi
dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi
tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 UU Perkawinan,
tidak dapat dibaca seperti pasal 330 KUH Perdata, karena usia dewasa dalam

KUH Perdata, ditentukan mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu)

tahun dan belum menikah.

i#lum dewasa harus
- A
w @q; SE u £ 8 mbangan orang ke
e (3 [ ]
A/l gl lelyinla
ukum Perdata
Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan
pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas).
Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang.

Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh.

Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18



tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata).>*

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan
mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta
kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar
pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat

hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang

U Ni g& w ﬂ_ﬂ Jalankan perusahaan,
membuat 8! ‘:""'El"l'*‘-’-!'i”éﬁ't! Lelunmola

erpatas ialah status hukum
yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk
perbuatan- perbuatan hukum tertentu.Dalam hukum Perdata, belum
dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka

54R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1976, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgelijk
Wetboek cetakan ke 27, Pradnya Paramita, Jakarta ,h. 133-134

> Ibid, h. 133-134



tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.

Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi
dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun
perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal
330 KUHPerdata). Hukum perdata memberikan pengecualian-

pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun

."'

belum r,f;kgmm \ i atas permohonan dapat

memperh§ U qu 5&' U LA ataan kehendaknya

dalam suat/ """'P-I'l"’j_',‘r 1'@?5" :rq,;l..i,a.::.r!;_:t. 4/ perjanjian, membuat

surat wasiat.

Hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia
harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu.
Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa,
sehubungan denganm wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai
pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan

wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali,



pernyataan dewasa itu dicabut oleh Hakim.
2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut konsep Hukum Pidana
Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa.
Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum
berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum
pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum

berumur 18 tahun, yang mengt hukum perdata belum dewasa. Yang

berhubung

tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum
tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula.®’
Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara

kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya

56 Wahono Darmabarata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, Hukum Perkawinan dan Keluarga
dilndonesia. Fakultas hukum Universitas Indonesia , Jakarta, h. 34

57 Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, h. 12



itu.Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan
memelihara  kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu
memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri®®.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin,
hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang

wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun

umur mereka itu baru 15 tahugz.Sebaliknya apabila mereka dikawinkan

W
u NJ 59 u [ J8U". Kan'y awinan, yaitu pria
, ""!':El‘l-ﬁ?:y u}ﬂ. nflﬂh

‘;“.- h

. anak yang belum mencapa 1813 atau belum pernah kawin,
berada di dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1).
d. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin,
yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah
kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

e. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang "yang disebut belum

%8 Ibid. , h. 14



dewasa dan dewasa" dalam UU ini.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, untuk
dapat menikah, pihak pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meski demikian, penyimpangan
terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang
diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua

orang tua dari pihak pria maugga pihak wanita.

5. Perkawinan diba %tJU No 16 Tahun 2019
{&Lﬂm swasal 7 berisi tentang;

1) Pe# z , ] ‘ P ia.sudah mencapai

e (3 [ ]

3) Pember ﬁufayléﬂﬂu I E R mana dimaksud pada
yang akan melangsungkan perkawinan.

4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat

(4) berlaku juga Kketentuan mengenai permintaan dispensasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).%°
UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut namun tatkala pembedaan
perlakuan antara pria dan wagita itu erdampak pada atau menghalangi

pemenuhan hak-ha titusional warga negara, baik

S ]L‘ﬂ'; ' politik maupun hak-

’ \ eharusnya tidak

¢ikawinan bagi wanita
inan bagi pria, yait 19
(sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa
raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan
tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan

mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

59 https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-

perkawinan

diakses tanggal 20 Nopember 2024



Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang
lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia
perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian
juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI

disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu

untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.®°

i disebabkan oleh

matang. MeTinat perkawina AWa dari berbagai aspeknya
memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya,
pemerintah hanya mentolerir perkawinan di atas umur 19 untuk pria dan
16 tahun untuk wanita.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu

10

%0 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, 2014, Fukus Media, Bandung, h.



perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari
kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga
jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam
bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga,
hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui
pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari’ atkan pernikahan,

niscaya geneologi (jalur keturan) akan semakin kabur.5?

UNISSUL A Adalah isu-isu kuno
- . ]
\ r‘-""”-@'..j_;' 1@&?{;1!2;1-4':;1‘2:?!,%- fejarah. Dan kini, isu

i tampak dari betapa
dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik
dalam merespons kasus tersebut. Pendapat yang digawangi Ibnu
Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan dibawah
umur (pernikahan sebelum usia baligh).

Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenubhi

51 Ibrahim, 2005, al Bajuri, Toha Putra, Semarang, h. 90



kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini
tidak terdapat pada anak yang belum baligh. la lebih menekankan pada
tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari
kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis,
dan kultural yang ada.

Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan

Aisyah (yang saat itu berusiausia 6 tahun), lonu Syubromah menganggap

A

ang tidak bisa ditiru umatnya.

P =
UNISSULA oL
M’MI@PL!MLW,& - J’f'm‘@:ﬂ

Dan perempuan-pere (aK Tiara tag monopause) di antara
perempuan- perempuanmu jlka kamu ragu ragu (tentang masa iddahnya),
maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil,
waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah
menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.5?

Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi

465

62 Departemen Agama RI, 2005, Al QurEan dan terjemahnya, Toha Putra, Semarang, h.



Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan di bawah
umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian
ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi
konsensus pakar hukum Islam.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup

menarik dalam kamus hadistnya. Hadist pertama adalah ” Ada tiga

perkara yang tidak boleh shalat ketika datang waktunya,

Eami ketika (diajak menikah)

U 'R gﬁ u £ A g memprihatinkan.

'I"L‘E-mﬁ‘fal A= W RIS A intuk meminimalisir
tindakan-tindakamn negatit tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan
yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk
bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syaria’ t Islam
maka apa salahnya untuk dilakukan perkawinan dibawah umur.

Walaupun seperti yang disebutkan di atas, bahwa dalam satu sisi
perkawinan dibawah umur ada positifnya namun kenyataannya

perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharatnya daripada



manfaatnya. Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur an dan hadits memang
tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk
menikah.

Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh,
berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk

sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI

menyebutkan bahwa : kaginan didasarkan atas persetujuan calon

mempelai. ____-..,;f.'- : empelai wanita, dapat berupa

&
UNIssuLA delam

e *'!HT-*"‘&?- flan umur tertentu.
ang bersifat internasional
(international human rights law) ataupun yang sudah diratifikasi oleh
Pemerintah RI, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia
Perkawinan.

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1990
yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak

menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang



disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap
negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan
legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka
kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum
Menikah dan Pencatatan Pernikahan (Convention on Consent to

Marriage, Minimum Age for4darriage and Registration of Marriages)

Qeserta konvensi ini akan
.

jssatur permasalahan umur

\ ang dilakukan di

“ gudrl :‘EQ lﬁ ﬂ_ﬂ Jari Konvensi 1964

‘l:"‘:ﬂ't‘!y 1@:’\‘?‘;} 1'121:-}‘-11’-‘-‘-:*',@' Jérnikahan melalui UU
sepuluh tahun setelah
Konvensi tersebut lahir. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit
tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah
mereka yang berusia di bawah 18 tahun.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi



secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan
sejahtera (vide pasal 3).

Namun demikian kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia
masih banyak memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada

usia anak-anak. Setldaknya

pa faktor yang menyebabkannya

gn-kasus-kasus KDRT, kekerasan

; klpun secara usia

W\ U NI SS ULA //
b. A3 l"'l::'ﬂ ey é:«:“ J'u :wq--'ﬁi'u:h an-

fisik,mis ST DagTanak pere an dan mimpi basah bagi

perubahan secara

anak laki- laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ organ
reproduksi.

c. Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering
diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan

menyelamatkan status anak pasca kelahiran.

8 Ahmad Sofian, http//m.kompas, diakses pada 20 Nopember 2024



d. Korban perkawinan di bawah umur lebih banyak anak perempuan
karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas
perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan
sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi
tanggung jawab suami.

e. Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang

Perkawinan, menyebabka - yang memaksa pernikahan di

UNI Q@ i a sejumlahorganisasi

perlindung mﬂuﬁﬁ'y,@ﬁk.’!-:%J-ﬂ-mﬂafl,._r_-‘b» Wacana perdebatan tak

berujung. Sofu a yang melindungi anak
dari praktik-praktik perkawinan dibawah umur adalah dengan merevisi
UU No. 1 tahun1974.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) bersama-sama sejumlah organisasi gerakan perempuan

pernah mengajukan revisi terhadap UU Perkawinan. Beberapa

permasalahan pokok yang diusulkan untuk direvisi antara lain :



a. Pendewasaan usia perkawinan di atas 18 tahun, dengan tidak
membedakan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dan laki-
laki.

b. Prinsip non diskriminasi dalam pencatatan perkawinan, di unit-unit di
bawah naungan DepartemenAgama.

c. Prinsip non diskriminasi juga diterapkan terhadap hak dan kewajiban

2!
UNISSULA
bl gsRlilaluinala

menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak
5. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dibawah Umur
1. Faktor Ekonomi
Kebanyakan masyarakat yang tinggal di pedesaan berniat menikahkan
anak di bawah umur yang orang tuanya tidak mampu lagi menghidupi

mereka. Anak-anak yang pernah mengalami keadaan ini tidak merasa baik-



baik saja. Itu sebabnya mereka menikah dengan anak di bawah umur.
Mereka melakukannya karena terpaksa, dan tidak ingin orang tua harus
berjuang untuk memberi makan keluarga yang menderita kelangkaan
pangan setiap hari. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974, keluarga bahagia mengatur bahwa semua calon pengantin

menyatukan cintanya melalui pernikahan.

baik secara fisik

ngan dengan orang-

orang disg U IP'JI & S u L ﬂ a( eluarganya, serta
diterima d """pu"‘!‘ja,”éﬁ'.’ telaimela

ertama dalam kehidupan
seseorang, dimana norma-norma sosial dibentuk sebagai kelompok
utamanya. Dalam keluarga di mana hubungan sosial didasarkan pada
empati, pertama-tama orang belajar bekerja sama da n membantu orang lain.
Pengalaman interaksi sosial dalam keluarga juga menentukan pola perilaku
terhadap orang lain dalam kehidupan sosial di luar keluarga. Ketika

hubungan sosial dalam sebuah keluarga tidak lancar atau normal karena



alasan apa pun, maka interaksi dengan masyarakat secara keseluruhan
menjadi tidak wajar atau kacau. Oleh karena itu, perilaku orang tua sebagai
pemimpin kelompok dapat secara signifikan mempengaruhi suasana
hubungan keluarga dan merangsang berkembangnya kualitas pribadi
tertentu pada anak. Ketika orang tua cenderung bersikap otoriter, anak
cenderung kurang patuh, takut, pasif, kurang inisiatif, tidak mampu

membuat rencana, dan mudah#aenyerah.

92mbahas pentingnya
unsur "k ] « W hanusia”. Rendahnya
tingkat pen ¥ d@#sar terhadap pandangan
dan sikap perkawinan. Oleh karena
itu, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di
pedesaan, belum memahami betapa pentingnya faktor persiapan mental dan
fisik dalam pernikahan.
4. Faktor Sosial Budaya

Faktor budaya menyangkut kehidupan sosial individu dalam suatu

kelompok tertentu. Indonesia merupakan rumah bagi berbagai suku Dengan



adat, tradisi, dan budaya yang beragam. Tradisi dan adat istiadat yang telah
mengakar kuat dalam kehidupan suatu masyarakat mempunyai peranan
yang sangat penting bagi masyarakat yang ingin berperilaku yang
ditentukan oleh lingkungan dan masyarakat sekitar, baik buruknya.

Dalam hal pernikahan, sudah menjadi rahasia umum bahwa di

daerah pedesaan dimana masyarakatnya masih berpegang teguh pada

o

keyakinan, keyakinan dan o gadis remaja menikah dengan

UNISSEEL A dngunan, setiap orang

A ?“"‘Euﬂy 1&99'1.;'.511‘?3».-.@?-11‘-‘.?'; ~fJ¢rarti dalam masyarakat.
akat dalam hal ini remaja
melakukan identifikasi terhadap orang-orang disekitarnya dan beradaptasi
dengan lingkungan sosialnya. Peralihan dari masa kanak-kanak ke masa
dewasa memang sulit.

Pada tahap pembentukan identitas, remaja mengalami kebingungan
identitas. Akibatnya, generasi muda menjadi ragu-ragu dan merasa harus

mengambil keputusan penting namun belum juga mengambil keputusan.



Ditambah lagi dengan tekanan sosial untuk mengambil keputusan tersebut,
sehingga menimbulkan rasa takut dan penolakan di masyarakat®*.
6. Faktor Hamil di Luar Nikah
Hamil di luar nikah bukan hanya karena “ kecelakaan” tapi bisa
juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luarnikah. Orang tua
yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak

ang yang sama sekali tidak dicintai orang

gadisnya, bahkan bisa denganz&

g
u NI gi{"- u LA dalah mempengaruhi

e (3 [ ]
n"ﬂi«#ff 1@?&1&:1-';?,1.»42114@- Afl manusia yang baik dan

bertanggung~jawan KET]a 3 ar cita-cita, harga diri dan
individualitas. Misalnya, faktor lain yang mendorong pernikahan di bawah
umur adalah pejabat pemerintah daerah yang memberikan informasi palsu,
seperti berbohong tentang usia laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, camat dan aparat kecamatan setempat menerapkan

64 Hery Kuniawan Zaenal, 2024, Pengaturan Pernikahan Di Bawah Umur Menurut
Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol. 7 No. 1 April 2024, Marco Oriasa, ,
Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya, h.47-48.



ketentuan baku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Mengingat penyalahgunaan kekuasaan, penting bagi peran pemerintah pada
umumnya dan masyarakat pada khususnya untuk menjunjung tinggi dan
memelihara kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang mengenai

perkawinan dengan mengambil pendekatan komprehensif yang didukung

oleh seluruh lembaga pemerintah.

u n@l @#Q u ﬂ_ﬂ perti tentang hubungan

h MLL*H’@“" L N epanjangan dalam jiwa
|/ N

anak yang sOTTCOISEN Kan. Anak akarm murung dan menyesali hidupnya

yang berakhir pada perkawinan yang dia sedari tidak mengeti atas putusan

hidupnya.%® Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak

untuk memperoleh pendidikan (Wajib belajar 9 Tahun), hak bermain dan

menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dala diri

h.14

55 Deputi. Pendidikan dan kebudayaan, 2008, Perilaku Kesehatan. Rineka Cipta, Jakarta,



anak. Ketika melihat dari aspek psikologis pernikahan dini berdampak pada
kejiwaan pasangan yang menikah di usia din.

Kejiwaan mereka belum siap dalam menjalaniiberumah tangga, dalam
hal menjalani perannya dan menghadapi masalah yang dialami, mereka
timbul rasa penyesalan dikarenakan masa dan waktu untuk sekolah telah
hilang.%®

b. Dampak Ekonomi

8¥ pgota keluarga baru.

:"'Eu"i"_.u 1&“‘?'{55”3-1#}‘;%?!-?« in dini akan mengalami
dewasa seb A 3 adanya tanggung jawab dan kewajiban
menjadi istri yang membuat perempuan tidak dapat menolak untuk
melakukan hubungan seksual dengan suaminya.

Perempuan yang hamil pertama dari usia 17 tahun memiliki

kemungkinan dua kali lebih besari terkena beberapa penyakit seperti kanker.

66 Djamilah dan Reni Kartikawati, 2014, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, (Jurnal
Studi Pemuda, Vol.3 No.1, h.14

7 Ibid., h.15



Hamil pada usia kurang dari 17 tahun juga berakibat meningkatkan risiko
komplikasi medis baik ibu maupun anak. Kehamilan idiusia sangat
mudakan meningkatkan motilitas dan mortalitas ibu. Anak perempuan usia
10-14 itahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun saat
melahirkan dibanding kelompok usia 20-24 tahun®. Hal ini disebabkan
karena tidak siapnya anatomi tubuh anak untuk proses mengandung maupun

gadi persalinan macet adalah terjadi ketika

melahirkan sehingga dapat te

jes dalam vagina
W
d. Dampaky UNISSULA /
el Uiiﬂ lzhuiemala

or social budaya dalam
masyarakat a posisi yang rendah dan
hanya diangggap pelengkap seks laki-laki saja. Ketika melihat dari aspek
sosial pernikahan anak ini mempunyai tingkat peceraian dan perselingkuhan

yang lebih tinggi. Ini biasa terjadi dikarenakan mudah emosi atau bisa juga

dikatakan belum biasa menahan emosi. Jadi mudah terjadi pertengkaran,

58 Arimurti Intan dan Ira Nurmala, 2019, Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap
Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Bondowoso*, (The Indonesian Journal
Public Health, Vol.12 No.2, 2017), h.258.



ketika ada masalah di dalam rumah tangganya walaupun itu masalah yang
sangat sepele.

Perkawinan anak (dibawah umur) juga berdampak besar bagi pelaku
atau anak itu sendiri terutama bagi anak perempuan yang menikah di usia
dini yaitu menyebabkan kehamilan dan persalinan dini yang terkait dengan
angka kematian yang tinggi dan keadaan ibunya tidak normal dikarenakan

tubuh sang anak baru memasulgimasa dewasa.5® Selain itu, mengalami putus

UiNi 95 ULA
el p 1*5_3‘31 sle .»-nv,-»'.l"‘.i'l-m i tidak hanya menjadi

agas dan tanggung jawab
bersama (semua unsur) baik ditingkat bawah maupun atas (keluarga
sekolah, masyarakat dan pemerintah) untuk berupaya meminimalisir
semaksimal mungkin terjadinya pernikahan di bawah umur. Selain itu,

cukup beresiko bagi wanita baik baik secara fisik maupun psikologisnya

59BPS, 2016, Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Anak di Indonesia,
Badan Pusat Statistik , Jakarta, h. 11.



pendekatan untikme

termasuk masa depan anak dalam memperoleh pendidikan menjadi
terabaikan.

Dengan demikian, pernikahan anak dibawah umur menjadi menarik
untuk dikaji dan teliti dimana realitas dan fakta nyata menunjukkan bahwa
pernikahan anak dibawah umur menjadi momok dan masalah yang serius
bagi perempuan. Sebab pernikahan anak dibawah umur, selain melanggar

undang-undang, juga seringzgali menimbulkan kekerasan pada rumah

i rbasis Kepastian
Hukum
H rwq Eg U LA umur berdasarkan
kepastian Hu“w"—-jj”é‘*nt 1'1531,”_.:;1}-.;!,?% flakan salah satu sisi

| I N /

esta. Agar perlindungan hak-

hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka
diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat
Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945.7

Pada Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Perlindungan Anak

70 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama, Bandung : 2010, him. 6



menentukan bahwa pencegahan perkawinan di bawah umur adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.’

pencegahan perkawinan di bawah umur dapat juga diartikan sebagai

segala upaya yang ditujukage-.untuk mencegah, rehabilitasi, dan

memberdayakan [ mdak perlakuan salah (child

min kelangsungan

&P
Ui 55 gAY mpaknya terhadap

e | & " .
lingkungan mA% *‘El'la?yéﬂm e e S ESIEA ) 2 perlindungan yang

Pencegahan perkawinan di bawah umur dilaksanakan rasional,
bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang
efektif dan efisien. Usaha pencegahan perkawinan di bawah umur tidak

boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang

71 pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

72 Maidin Gultom, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, h. 34



menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku tak
terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan
menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban- kewajibannya.”
Pencegahan perkawinan di bawah umur Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Peencegahan perkawinan di
bawah umur menurut hukum bagi anak-anak yang melakukan perkawinan di

bawah umur itu sangat diperlukag;.karena akibat dari perkawinan tersebut

haknya sebagai

W
seksual, pek§ U h’“’ g 5 “ £ A aan, ketidakadilan

E

dan perlakuatt -':""’"I“L"’Ay!é iz B AR inan di bawah umur
maka pencegahan orang tua'ya 3 atrmenjadi berkurang. Anak
seharusnya dilindungi dari perkawinan di bawah umur yang berdampak pada
perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis’®.

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menerapkan sanksi bagi

73 Ibid, him. 33-34
74 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

7> Astrina Primadewi Yuwono, 2008, Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap
Perkawinan di Bawah Umur, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 43.



pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, baik secara
langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak. Yang
dimaksud pihak tidak langsung seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan
sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksploitasi secara
ekonomi maupun seksual maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta

rupiah).”

Bagi pihak lan dalam eksploitasi anak secara

. . .
{4 &; AldEla;nenjara paling lama 10
- é?(/;\\nn (dua ratus juta

%

>
Py n Anak sudah

y

Pasal 82 Undang-

W
Undang Pe M .ql EE u e, W iwa “ Barangsiapa

e (3 [ ]
melakukan b ﬁwj”@@ﬂﬂﬂ%—ﬁﬁ:ﬂ,é}u #/ kebohongan, atau

memuat o e, ) . permasalahan

membujuk anak Tr dilakukannya perbuatan
cabul, maka dapat dijerat pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda balik banyak Rp.300.000.000,- (tiga

ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta

76 pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
77 pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



rupiah)’®.

Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur
merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, terutama terkait
katentuan batas umur untuk kawin. Dari persepektif gender, perkawinan di
bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan

akibat kuat berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap

- v A
o™

UNISSULA
H—"L‘&y!é_ﬁbl s l?.

78 pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

79 Astrina Primadewi Yuwono, Op. cit, h 45.



BAB |11

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia
Manusia sebagai mahluk sosial selalu mempunyai kecenderungan
untuk berkumpul dan bergaul dengan orang yang ada disekitarnya. Manusia

yang satu (individu) dsia yang lain jika bergaul dan

berkelompok akan mez ifas masyarakat. Dalam Masyarakat

manusia  selefin nﬂ"." \\ ang lainnya sehingga

psari adanya interaksi

U N ﬂ E;Q" u LA asyarakat dan negara.

el | L” £ \'-‘r""“f AL P PSR hak asasi manusia yang

perlu mendapa
Jaminan terhadap perkawinan dan membentuk keluarga di Indonesia

diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menetapkan
bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) UU
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menetapkan

bahwa setiap orang berhak rr‘é“G'“ﬂtuk suatu keluarga dan melanjutkan



keturunan melalui perkawinan yang sah.

1. Perkawinan di Bawah Umur Menurut UU Perkawinan
Berdasarkan aspek yuridis, perkawinan merupakan perbuatan
hukum, maka mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini
penting sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan

sebagaimana diatur dalape;

o

2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa

silakukan menurut hukum masing-

elum mencapai

kedua orang tua.

UNISSUL A 1 kehendaknya, maka

e (3 [ ]
ﬂ"'E”""y I@ﬁﬂ-‘ S F B8l dari orang tua yang

kehendaknya.

d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh
dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai
hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.



e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih
diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),

aiei dengan ayat (5) Pasal ini berlaku

m @aﬁ E * Wi i 3 2 fisal ini dapat meminta
e (3 [ ]
\ Al ’@.!&:ﬂﬁlﬁﬁ-‘b‘ﬂa’%ﬁ» i lain yang ditunjuk oleh

c) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua
orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,
berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal
ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Serta Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa Anak

yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah



melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya
selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan Pasal 50 ayat (1)
UU perkawinan menetapkan anak yang belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan,
yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah
kekuasaan wali.

Berdasarkan ketentuga. tersebut terdapat 3 (tiga) unsur usia dalam

o

¥y mencapai umur 16
W
UNISSULA

a2 DRSS pasal 50 ayat (1) UU
at dewasa bagi seseorang
yang sudah berumur 18 tahun yaitu tidak di bawah kekuasaan orang

tua dan kekuasaan wali.
Menurut J. Satrio bahwa dalam hukum perdata faktor usia
memiliki peranan penting karena dikaitkan dengan adanya kecakapan

bertindak dan lahirnya hak-hak tertentu®°1. Usia dewasa berkaitan

80 ), Satrio, Hukum Pribadi Bagian | Persoon Alamiah, cet. 2, Grasindo, Jakarta, 1998, h. 4



dengan kemampuan melakukan perbuatan hukum yang dapat atau
tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang atas apa yang
telah dilakukannya. Hal tersebut menggambarkan kemampuan atau
kecakapan seseorang untuk bertindak dalam melakukan suatu
tindakan hukum, dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdata®..

Dengan demikian, kecakapan seseorang untuk melakukan

perbuatan hukum __f_ﬁ'-f'i unsur dewasa menurut hukum,

3

sehingga usia_s€5€8 peAaunjukan kedewasaan menentukan

u "'1 rvvenang Seseorang

_;ﬁ 2 *ﬂb
UNISSULA //
ﬂﬂ!-‘*ﬂ%’!éﬁlﬁ:UEElr.-j.‘a:!-w!age- ifya

us memenuhi syarat-
itu telah dewasa, sehat

erta tidak bersuami bagi

wanita.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, Pasal 1330 KUHPerdata
menyatakan bahwa, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1). Orang-orang yang belum dewasa

81 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pemerintahnya,h. 124

82 Satrio, Op.cit, h.57



Yang tergolong orang-orang yang belum dewasa adalah mereka
yang belum genap berumur 21 tahun atau belum kawin (Pasal 330
KUHPerdata).

2). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
Mereka yang berada di bawah pengampuan adalah setiap orang
dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau

mata gelap, walaupupikadang-kadang ia cakap mempergunakan

W
U Ni 95 U 1967, fitujukan pada seluruh

Lk Huﬂﬂhyiéﬁiﬂuﬁ Foe TR \qgi seluruh Indonesia,
gdan dipersamakan dengan
pria. Selain itu, berdasarkan UU No 1 tahun 1974 (UU Perkawinan)
Pasal 31 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa, hak dan kedudukan
istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam

masyarakat, sehingga masing-masing pihak berhak untuk



melakukan perbuatan hukum?®:,

Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata tersebut, maka
berdasarkan argumentum a contrario (cara menjelaskan undang-
undang yang di dasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa
konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam UU) dapat
diketahui bahwa yang cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah

orang-orang yang dikegualikan oleh ketentuan Pasal 1330

u EWI ag w LA mur 21 tahun) dapat

e (3 [ ]
N\ nffuﬂ!lij‘rléﬁ‘?’@1&21.5-;::?&#%;3%- 1 telah berusia 20 tahun

berikan oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung
(Pasal 419 dan 420 KUH Perdata).
2) Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum

tertentu setelah mendapat surat pernyataan dewasa dari pengadilan,

83 Wahyono Darmabrata, Op.Cit. h 22

84http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2016/02/cakap-hukum-bekwaanheid-dan
wewenang.html



http://juniverganaplaw.blogspot.co.id/2016/02/cakap-hukum-bekwaanheid-dan

(pasal 426 KUH Perdata).

3) Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat . (Pasal
897 KUH Perdata).

4) Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan
yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan.(Pasal 29
KUH Perdata).

5) Pengakuan anak dapat.@iakukan oleh orang yang telah berumur 19

tahun, (Pasal f-"/\

UNISSULA

e (3 [ ]
n:".LL«yy 1@?}:ﬁleﬂ.@:mﬂq~ i perceraian perkawinan,

kekayaan. (Pasal 111 KUHPerdata).
b. Membuat surat wasiat. Pasal (118 KUH Perdata).
Terkait dengan hal tersebut Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan
menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin

kedua orang tua. Ketentuan ini menujukan bahwa seseorang telah berusia



21 tahun tidak memerlukan izin orang tua untuk melaksanakan
perkawinan, sebaliknya yang berusia dibawah 21 tahun memerlukan izin
orang tua. Dengan demikian, seseorang yang dewasa dalam melakukan
perkawinan adalah yang telah berusia minimal 21 tahun.

Sementara itu, menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bahwa
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan.piak wanita sudah mencapai umur 16 (enam

belas) tahun.

u Nl gg u Lﬂ ‘hkan untuk kawin.

Pwy!éﬁf;ﬂﬂ»ﬁ%?lﬁ Jah mencapai umur 19
(sembilan beta apai umur 16 (enam belas)
tahun dibolehkan jika mendapatkan izin orang tua karena belum
memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yaitu syarat cakap
dalam melakukan tindakan hukum.
Dengan demikian, menurut penulis terdapat 2 (dua) asumsi yaitu:

Pertama, perkawinan dibolehkan jika pria dan wanita sudah

memenuhi ketentuan usia menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bahwa



perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam
belas) tahun. Apabila makna pasal ini diterjemahkan demikian saja maka
seorang pria yang telah berusia 19 tahun dan wanita yang berusia 16 tahun
dibolehkan untuk kawin.

Hal ini tentunya bertentangan dengan unsur dewasa yang menjadi

mencapai U aan orang tua atau wali,
berarti anak tersebut belum dewasa. Bahkan menurut Pasal 6 ayat (2) UU
Perkawinan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang
tua, serta menurut Pasal 330 KUH Perdata seseorang telah dewasa apabila

telah berumur 21 tahun, sehingga yang masih berusia di bawah 21 tahun

belum dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum, termasuk



dalam melakukan perkawinan.

Dalam kaitan dengan perbedaan usia dewasa menurut dan Pasal 47
dan 50 UU Perkawinan versus Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal
330 KUHPerdata, maka terlihat ada pertentangan.

Menurut Mertokusumo bahwa, di dalam suatu sistim hukum terjadi
interaksi antara unsur-unsur atau bagian-bagian, interaksi memungkinkan

terjadinya konflik®. Tidakaiarang terjadi konflik antara peraturan

o

: ‘ﬁ\‘ ik di antara unsur-
1" a tidak akan

h sistim hukum

u NE EQ u E R oalan yang timbul di

‘:ﬁfuﬁiﬁ-wéﬂ?iﬂ1!¢‘3-1---;‘-?:E.-7!.nf~ ndang-undang dengan
Undang-undang : Kanmnya sama, Dimana berisi materi
yang sama, terjadi pertentangan, dan UU yang baru tidak menghapus UU
yang lama, maka berlaku asas lex posteri derogat legi priori (UU yang baru
melumpuhkan UU yang lama). Jika konflik terjadi pada UU yang

kedudukannya tidak sama, maka yang berlaku asas lex specialis derogat

85 Sudikno Mertokusumo, 2006, Penemuan Hukum sebuah Pengantar, edisi kedua,
cetakan keempat, liberty, Yogyakarta, h.25



legi general (UU Yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang
bersifat umum). Sedangkan jika terjadi konflik antara UU dengan
peraturan di bawahnya, berlakulah asas lex superior derogat legi inferior
(UU vyang tinggi tingkatannya melumpuhkan UU yang rendah
tingkatannya). Jika terjadi konflik antara UU dengan putusan pengadilan,

maka tersedia asas res judicata pro veritate habetur (putusan hakim harus

dianggap benar), kalau terjadidonflik antara UU dengan hukum kebiasaan

W
UNQ rg u l,&u 41 asas hukum.
e (3 [ ]
. fhfli*&!sy!érﬁbus?-l..--;fa'mr!ur_l-» #4lis ketentuan dalam UU

ruparan K A ya atnya khusus, sedangkan
ketentuan dalam KUHPerdata merupakan ketentuan yang sifatnya umum.
Untuk itu, terkait dengan dualisme unsur dewasa menurut UU perkawinan
yang menetapkan 18 tahun dan KUHPerdata yang menetapkan 21 tahun,
maka dengan menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi general

(UU Yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum),

86 Sudikno Mertokusumo, 2006, Op.Cit. h. 45



maka ketentuan dewasa dalam UU perkawinan mengesampingkan
ketentuan dewasa menurut KUHPerdata. Dengan demikian, dewasa dalam
perkawinan adalah telah berusia 18 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkawinan yang dilakukan oleh
seseorang yang belum berusia 18 tahun harus dengan persetujuan orang

tua. Terkait dengan itu, Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan menetapkan

bahwa untuk melangsungkagaaerkawinan seorang yang belum mencapai

\ apat izin kedua orang tua.

atau dewasa yang diatur
dalam Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan, sedangkan untuk wanita yang
dizinkan menikah sudah mencapai umur 16 tahun, tidak sesuai dengan
Pasal 47 dan 50 UU Perkawinan. Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan Pasal
6 ayat (2) UU Perkawinan bahwa seseorang yang belum 21 tahun dan ingin
menikah harus mendapat izin kedua orang tua.

Dengan demikian, perkawinan yang diizinkan jika pria dan wanita



sudah memenuhi ketentuan usia menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan
yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun adalah
bertentangan dengan Pasal Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, jika dilakukan
tanpa izin dari kedua orang tua.

Kedua, perkawinan antara pria yang sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun dan \&anita sudah mencapai umur 16 (enam belas)

ntuk melakukan
ah atau belumnya

LNISSIUE A hukum, sehingga

e (3 [ ]
mﬂ”«-&!’--&" !&ﬁtsl';ﬁ?mgfk’w!@» ifjar seseorang dapat dan

perbuatan hukum.

Dalam kaitan dengan perkawinan, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2)
UU Perkawinan serta ketentuan Pasal 330 KUH Perdata menyatakan
bahwa seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun. Dengan
demikian, seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dianggap belum

cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan



perkawinan.

Seseorang dapat dikatakan telah cakap dan berwenang, harus
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu telah
dewasa, sehat pikiranya (tidak di bawah pengampuan) serta tidak bersuami
bagi wanita. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan oleh seorang

yang masih di bawah 21 tahun memerlukan izin. Oleh karena itu,

erkawinan yang mengatur bahwa
ahun harus mendapat persetujuan

44 Perdata, seseorang
W
wwnsmul& aur 21 tahun) dapat
“.-.F'u U] ; '.l- | )

IR A -@Lﬂ-é‘.luwtﬁﬁﬁu JFih berusia 20 tahun dan
a aetatis) yang diberikan
oleh presiden, setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung. Serta Pasal
426 KUH Perdata yang mengatur bahwa Anak yang berumur 18 tahun
dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapat surat
pernyataan dewasa dari pengadilan.Dengan demikian, seorang yang belum
memenuhi syarat dewasa jika ingin melakukan suatu perbuatan hukum

dapat mengajukan surat pernyataan dewasa pada Presiden maupun



pengadilan.

Dalam kaitan dengan perkawinan, maka menurut Pasal 7 ayat (2)
UU Perkawinan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal
ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita®’.

Dengan demikian, ketentuan Pasal ini memberikan kesempatan

bagi seseorag yang beluntuk dapat melakukan perkawinan
/\: au Pejabat lain yang ditunjuk oleh

R 1 -
s f“’fu-*s"_‘u r@ﬂ‘i‘ﬂ:!-'sﬁlm}‘-ﬁ:‘mr!,f_h fiba saja (individu atau
kelompok, organisa Sta ata ah) baik secara langsung
maupun secara tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam

melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya. Berdasarkan

hal tersebut, maka Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami

87 pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika
pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
umur 16 (enam belas) tahun.



kerugian baik mental, fisik, maupun sosial®,

Penjelasan UU Perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan
keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu
bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

,:,.,, mental, maupun sosial. Untuk itu,

U ﬂ@a E E U s menegaskan bahwa

e (3 [ ]
\\ Aeeldwl/ 1@??’&:’-_' A FIPRE fAhun. Disebutkan pula,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:
a) non diskriminasi; dalam Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 Pasal

28 B ayat 2, dirumuskan secara eksplisit hak anak dari diskriminasi, yang

8 Maidin Gultom, 2012, Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan, Retika
Aditama, Medan, h. 68-69



selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “ Setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” . Kemudian, dalam Pasal
1 butir 3 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi
sebagai berikut: “ Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,

atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada

B

UNISSULA

b) kepent Hﬂw&:’ Iiﬂ‘?t!’-lﬁ-laqﬁm'@- / dimaksud dengan asas

| e N |

a dalam semua tindakan
yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,
badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaikbagi
anak harus menjadi pertimbangan utama.

c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; Yang

dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan

perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang



dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
d) penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas
penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak
anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam
pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang

mempengaruhi kehidupannya

Perlindungan hukum teriadap anak termasuk pencegahan kehamilan

N

) antara lain, untuk

yang tidak disetujui

MLL'EL!;F I@ﬁb”&ﬂ.-ﬂ?ﬂfi@»f A/ hanya sekedar untuk

ang sudang meningal dunia.

Perkawinan yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam

seluk-beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran
perkawinan itu sendiri®®

Terkait pernikahan di bawah umur, Pasal 1 ayat (1) Nomor 35 Tahun

89 Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil, PT
Melton Putra, Jakarta, h. 8.



2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang berbunyi anak
adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan.

Pasal 13 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak
selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang

han, berhak mendapat pendampingan dari

bertanggungjawab atas pengasi

>

<] fwanu berbasis
= //

if1an anak di bawah

2!
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aetlluwl/I 500 leluinelo

a. Ekonomi

Masalah ekonomi ini merupakan alasan yang banyak di
gunakan oleh banyak kalangan untuk mencari jalan pintas untuk
menyelesaikannya, meski tak jarang hal tersebut mendatangkan
masalah baru dalam kedupan selanjutnya.Tingginya angka kawin
muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau

kesulitan ekonomi, maka agar tidak terus membebani secara



ekonomi karena orang tua juga tidak sanggup lagi membiayali
pendidikan anak orang tua mendorong anaknya untuk menikah agar
bisa segera mandiri.

Sayangnya, para gadis ini juga menikah dengan pria
berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan

kemiskinan baru. Indonesia yang di kenal kaya akan sumber daya

alamnya ini, di - daerahnya masih tergolong daerah yang
\: aupun daerah terpencil. Pada
yang masih miskin
atkan kebutuhannya.

bawah umur

i ah menikah selama
sud y ';1 uk memahami aku,

U i‘ﬂﬂ .‘Fp s u l_ ﬂ ¥ kebutuhan nafkah
2l , an 4 tahun mengarungi

1*\ o ,_L’ «nu ~r-1m~--‘1‘-F g F" un mengarungi rumah

hsasia

Dari fenomena tersebut tidak jarang orangtua menjadikan
alasan tersebut untuk mengawinkan muda anaknya, bahwa dengan
adanya perkawinan anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan

berkurang satu anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab

% Wawancara dengan Fitri, pelaku pernikahan di bawah umur, tanggal 25 Nopemnber
2024



(makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).®*

Masyarakat Kecamatan Tegowanu tidak semua dapat
mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan
ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.
Masyarakat di Kecamatan Tegowanu mempunyai mata pencaharian

yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani,

buruh, peternak, indgstri kecil, jasa dan PNS. Masyarakat

Kecamatan bekerja sebagai petani .Bagi

& fan-tetap maka mereka dengan

u Nﬁ SE u £ A /a tahap ekonomi atas
% ‘Huﬁ!-yjiﬁt "-I(H:- duj::ﬂdfilpm*

Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi
ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang
tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang

kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat

91 Soekanto Soerjono, dan Sulistyowati Budi, 2014, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali
Pers, Jakarta, h.65



tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang
relatip cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang
memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta
penghasilan yang tinggi.

Kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, ada yang cukup,

2. papan, kebutuhan

tuhan tersier

JiNE 52:. /3 FBYIREa o Tegowanu  tidak
*:F""“‘Hléj"’?ﬁ1*3‘-3-"?%5""-"!‘:’* u, karena keterbatasan

Bagi keluarga yang sudah mampu dalam memenuhi
kebutuhan keluarga maka ia dapat dengan mudahnya untuk
mencapai semua yang diinginkan, halnya berbeda dengan keluarga
yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-haripun
kebutuhan keluarga sangatlah sulit. Maka jalan satu-satunya yang

mereka lakukan dengan menikahkan anak yang masih di bawah



umur, dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur
mempunyai harapan besar, salah satunya dapat membantu
mencukupi kebutuhan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki
maupun mempelai perempuan, lebih-lebih mempelai perempuan.
Padahal menikahkan anak di bawah umur bukan jalan satu-
satunya, masih banyak harapan untuk masa depan anak yang lebih

baik selain

b. Hamil diluar )42

3 ajukan dispensasi perkawinan
di Kecamatan Tegowanu dlsebabkan karena telah melakukan
hubungan suami istri diluar nikah, atau telah hamil diluar nikah.
Hampir 60 persen hamil diluar nikah atau telah melakukan
hubungan suami istri menjadi alasan pengajuan dispensasi
pernikahan” .9

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa

hamil duluan adalah penyebab perkawinan dibawah umur. Hal ini

92 Wawancara dengan Luthfi al Chakim , Kepala KUA Tegowanu, pada tanggal 20
Nopember 2024



dikarenakan aib bagi keluarga yang mau atau tidak mau demi
menutupi aib tersebut harus menikah di usia muda.
c. Rendahnya Kesadaran Terhadap Pentingnya Pendidikan
Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak
hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi

rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan

nikah dibawah

idak sekolah, putus
“l ruan tinggi,. Karena

P f . Karen
i"% “ ﬁ&a Ss U Lﬁ | yapun berfikir lebih

muda dan kalau sudah

anllay, wﬁﬂ! ﬂ-nﬁ-v..-.r:,: 7@ dak berpendidikan. Bagi

Al LIS ni adalah jalan alternatif

TIeng : ) 3 enigan cara menikah karena

dengan cara menlkah tersebut sedlklt banyak sudah belajar dan

mengerti tentang bagaimana caranya untuk bertanggung jawab
terhadap keluarganya.®®

Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami
sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah

dasar atau tidak sekolah sama sekali atau buta huruf ia hanya melihat

9 Wawancara dengan Fitri, Pelaku perkawinan di ibawah umur, tanggal 25 Nopember 2024



anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk
menikah.

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti
ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal.
la hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia
fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah

perkawinan. Begitu jiga dengan anak yang hanya lulus sekolah

\ ondisi belajar baik pada bangku
.c“'\l akolah menengah pertama

o
o

dasar atau ya#e

sah orang tua merasa
@ .@ﬁ QE w LA fk tidak dapat untuk
Sk Hﬂ%?iﬁ‘--‘b!la’.lﬁg:-:ﬁ.r!,@- mau untuk dinikahkan
| Il N /
ang anak ingin melanjutkan
sekolah ke SMP tetapi orang tua tidak mengijinkan dengan alasan
tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.
Kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan di
bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak

mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran

orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun



pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang tua
tidak begitu memikirkan betapa pentingnya Pendidikan bagi anak-
anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah.

“Saya menikah di usia yang masih muda, karena pada waktu
itu saya sudah mempunyai pacar, pacar saya pada waktu itu sudah
bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Kemudian orang tua saya
mengetahui itu berhubung saya sudah tidak sekolah dan ayah saya
telah meninggal dunia maka ibu saya memutuskan untuk
menikahkan saya dengan pacar saya, kata ibu saya biar saya dapat
hidup lebih layak dansgsngubah kehidupan ekonomi keluarga™®*

Eo PLhawah umur, dilihat

\ UNISSULA
W—"W'@E}Mh

...... P — masyarakat tidak dapat

i/ dan lain sebagainya

melarang keras bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh
dilaksanakan karena ketika orang tuanya saja sudah mengijinkan,
tidak ada yang bisa dilakukan selain mengijinkannya.

Memang pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun

anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat

2024

9 Wawancara dengan Siska, pelaku pernikahan di bawah umur, tanggal 25 Nopemnber



mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti
halnya menikah jika Pendidikan ataupun pengetahuan mereka
kurang maka ia hanya berfikir pendek. la mengira dengan
menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang
dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih
difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah
harus menjalankan semestinya belum saatnya mereka lakukan

g2 sebagaimana mestinya, itu terjadi

u N] E;E; U ancy f#an sebaya mereka.
‘;ﬁ;_u‘!_yiéﬁwl st l?‘

ergaut

Akibat mudahnya mendapatkan akses informasi elektronik
seperti tayangan televisi, video player dan akses internet yang tidak
terfilter, sehingga dapat memberikan dampak negatif bagi
perkembangan dan pergaulan remaja yang dapat mengantarkan
mereka pada pergaulan bebas. Akses teknologi informasi dari

berbagai sumber yang tidak dimanage dan juga didukung dengan



handphone canggih lainnya, remaja dengan mudah terjerumus
kedalam hal-hal yang negatif.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk prilaku
menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, aturan, syarat dan
perasaan malu. Atau pergaulan bebas dapat diartikan sebagai
perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma

kesusilaan.

erjadlnya perkawinan di bawah
-. n bebas, kurang kontrol dari

.
% 1'1-1-"1 gf K a pengaruh lingkungan,
W & Lﬂ\ ia sosial yang tidak

¢ I\ Y

Jove gkaran antara

ak, minimnya

f seks terhadap

an di bawah umur
UNES 9 J LA

\ ezl !é_’f‘m'JL A PP S ndidikan seks terhadap

alk orang tua ataupun guru

cepat, selain dari dua

tenaga pengajar di sekolah-sekolah masih menganggap pendidikan
seks sebagai sesuatu hal yang masih tabu, yang belum layak
dikonsumsi oleh remaja. Faktor pendidikan yang rendah baik orang

tua maupun anak juga menjadi penentu dalam memahami

% Wawancara dengan Hasan Alifi, Staff KUA Kecamatan PUT pada tanggal 20 Nopember
2024



pernikahan usia dini.

Pendidikan agama menjadi benteng terakhir bagi usia
remaja untuk mengerti tentang pernikahan di bawah umur. Rata-rata
pasangan yang melakukan pernikahan ini disebabkan karena
pengetahuan agama yang minim.

Teman dan lingkungan bergaul merupakan salah satu

eh karena memilih teman dan lingkungan

(F O ang kompelit.
%
4 irang bahagia,
>

masalah hubungan

2 3 ME ? 1 , Tidak jarang banyak
UNISSULA Jarang bany

e (3 [ ]
"':'El’l"f"jj' 1@"9151 LR P faknya. Orang tua yang

akal, suka melawan, tidak

patuh, dan sering membuat masalah.

Diantara beberapa remaja, yang merasa kurang dimengerti
oleh orang tuanya, sehingga mereka menjadi bingung, cemas, dan
gelisah. Dengan perasaan itulah mereka mudah terkena pengaruh
yang tidak baik dari luar.

Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, makin banyak



kenyataan hidup yang tidak menyenangkan terutama dalam hal
masyarakat modern ini. Dimana agama tidak lagi diindahkan
mungkin akibat teknologi yamg sudah sangat maju .

Keluarga dan rumah merupakan pelabuhan yang aman dan
tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga terutama remaja.

Ayah, ibu, dan anak adalah suatu basis dimana secara teratur dan

| g
\\ s " bagl .set'lap invidu.
o /

terjad enanya teman bergaul bisa
membawa perubahan besar dalam perubahan jati diri tersebut.
Terlepas dari teman bergaul, lingkungan tempat bergaul
pula harus di perhatikan betapa banyak pribadi yang terjemus ke
jurang yang negatif oleh karena lingkungan yang mereka tempati.

Dari kedua hal tersebut penting kiranya untuk di pertimbangkan.

Seperti hal yang peneliti amati dan dapatkan melalui observasi dan



wawancara, bahwa ada beberapa pelaku perkawinan di bawah umur
ini, karena berawal dari kesalahan mereka dalam memilih teman
serta membawanya ke lingkugan yang kurang kondusif, atau bisa di
katakana lingkungan yang bebas

e. Faktor Malu

Setiap daerah memiliki budayanya masing-masing, hal ini

terkadang menjadi kegnikan ataupun ciri khas setiap daerah.

Saya menikahkan anak saya di bawah umur karena mengikuti
adat jadi di sini itu kalau anak perempuan ataupun laki-laki sudah
baligh itu kalau bisa segera menikah, apalagi anak saya tidak
sekolah dan sudah terlihat dewasa biasanya akan dikatakan
sebagai perawan tua, meskipun anak saya umurnya masih kurang
secara negara kalau nikah tapi kalau dilihat dari postur tubuh
sudah seperti anak dewasa, daripada nanti dibilang perawan tua
akhirnya saya nikahkan.%

% Wawanaara dengan Nasikin, orangtaua pelaku perkawinan di bawah umur, tanggal 25
Nopembe 2024



Sama halnya dengan kecamatan Tegowanu yang beberapa
masyarakatnya masih mempertahankan budaya turun temurun,
sehingga masalah perkawinan pun tidak mengindahkan aturan yang
telah di tetapkan oleh pemerintah. Selain itu, budaya malu atau siri’
juga menjadi budaya yang masih di junjung tinggi oleh beberapa

masyarkat yang ada di kecamatan Tegowanu.

Budaya ini memba) r masyarakat menikahkan anaknya

/\ umur, karena mereka tidak ingin

fivanu berbasis

ikahan di bawah

ipernikahandi bawah

UW]E&UL&

| el wfﬁ”m tel.ingla. i Kecamatan

Ju- Perkawinan di bawah

1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, telah di tetapkan mengenai batas usia untuk dapat



melakukan perkawinan (syarat materiil). Salah satunya terdapat
pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019
dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan
wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun®’. Undang-
undang tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam
mencegah terjadi perkawinan anak terutama perkawinan di bawah

@i menimbulkan resiko tidak hanya secara

umur yang sering k

baru. Studi pencegahan perkawinan anak di bawah umur yang
dilakukan olen BPS dan United Nations Children’ s Fund
(UNICEF) menunjukkan bahwa perkawinan anak didorong oleh

banyak faktor lain di luar kebijakan struktural. Salah satu cara yang

9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7



selama ini dilakukan untuk menggaungkan pencegahan
perkawinan anak adalah melalui kampanye sosial. Cara ini juga
menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mencegah
perkawinan anak.

Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada
orang tua dan masyarakat akan pentingnya usia perkawinan yang

matang atau tidak di.

)
UNISSULA
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yang lainnya.

Salah satu problem solving yang dapat dilakukan mengenai
pernikahan di bawah umur yaitu dengan mengadakan sosilaisasi
tentang UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan juga
memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi

yang tidak hanya saat anak menginjak usia remaja, tapi dimulai



2) Mer{! Pl oo e Sl

sejak anak masih balita. Sehingga disini tidak hanya pihak
Pengadilan, Kemenag dan KUA yang terlibat dalam sosialisasi
tetapi bekerja sama dengan pihak layanan kesehatan untuk
mensosialisasikan bahaya pernikahan di bawah umur dalam sudut
pandang kesehatan.

Dengan demikian, sosialiasi dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman dan kesggaran masyarakat terhadap usia minimum

perkawinar, s&a psidiatur dalam undang undang No. 16

Kecamatan
filan perkawinan di

e ]
bawah rellanl! | 200, BTN LR Tahun 2002 Tentang

1 -‘u-'t'__ |I

Pencegahan perkawinan di bawah umur menurut hukum bagi anak-
anak yang melakukan perkawinan di bawah umur itu sangat diperlukan,
karena akibat dari perkawinan tersebut haknya sebagai anak menjadi
terlanggar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan “ setiap anak berhak

untuk untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar



dan memperoleh perlindungan « %

Pencegahan perkawinan di bawah umur yang paling dekat berasal
dari orang tua. Orang tua wajib melakuakn pencegahan perkawinan di
bawah umur anaknya dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik
ekonomi  maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan,
penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya. Selain itu dengan

adanya perkawinan di bawgh.umur maka pencegahan orang tua yang

nak seharusnya dilindungi dari
.

yang mengetahui

UNI 39‘ WEA / jebut dalam keadaan

Al | Uj ’f_j‘«‘?‘u‘..lli‘a‘a.u;-qu!_-.{,’« 4/ maka akan dikenakan

Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).°

Bagi pihak langsung yang terlibat dalam eksploitasi anak secara

ekonomi maupun seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10

%8 pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

% Astrina Primadewi Yuwono, 2008, Perlindungan Hukum Bagi Anak Terhadap
Perkawinan di Bawah Umur, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, h. 43.

100 p3sal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



(sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah).t0t

Selain kedua pasal tersebut Undang-Undang Perlindungan Anak
sudah memuat ancaman pidana bagi pelanggarannya. Dalam

permasalahan pencegahan perkawinan di bawah umur, termuat dalam

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

yang menganggap perempuan sebagai barang dan selalu berada di bawah
subordinasi.'%3

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua,

101 pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
102 p3sal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

103 Astrina Primadewi Yuwono, Op. cit, h 45.



keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-
Undang Perlindungan Anak menentukan: Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak Dalam
kaitan dengan mencegah terjadinta perkawinan pada usia anak, maka

ketentuan dalam UU Perkawinan belum memberikan kepastian

mengenai keberadaan a dengan perkawinan, karena UU

konstruksi dewasa sebagai syarat

UNISSULA
Al Iéﬁiﬁ:”&".l.-.;’l—fmﬁ!,:;. J8da upaya perlindungan
erkawirian anak menjadi tidak
maksimal. Secara umum berdasarkan berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan anak mengatur bahwa anak
adalah yang berusia di bawah 18 tahun.
Dengan demikian, dalam upaya untuk memberikan perlindungan
terhadap anak melalui pencegahan perkawinan adalah menghindari atau

mencegah perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun.



Akan tetapi, dasar hukum perkawinan masih membuka ruang bagi
perkawinan anak, Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan diizinkan
menikah bagi wanita yang mencapai usia 16 tahun, dan bagi pria jika
telah mencapai usia 19 tahun.

Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan sinkroniasi
kembali berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai anak.

o

yang berhubungan dengan syarat

dewasa atau cakap:Gek ges.nerbuatan hukum.

nkronisasi terhadap
gy dahulu dilakukan
nan. Menurut
dewasa sebagai

ah adalah berumur
! o
UNISSULA
' mTELL%y!@‘?E:1-'.€E=vl;.¢::7‘tia7|.,q» 4 yang mencapai usia 16
tahun, dam bagrpria Jika tetarm mencapar usta 19 tahun
3) Pasal 47 dan Pasal 50 : berusia 18 tahun, yang tidak lagi di bawah
kekuasaan orang tua atau wali.
Harmonisasi ketiga ketentuan dalam UU Perkawinan untuk
dapat memberikan perlindungan pada anak, dengan memperhatikan
faktor:

1) Seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan



psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena
ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus
diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan
orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing®

2) Dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas
kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum

wndang-Undang menyatakan bahwa orang

bagi dirinya

9ak negatif baik bagi
v N
U NK gg u (S para sosiolog, ditinjau
e (3 [ ]
#’Jiw.-y 1@?’3 LY ur dapat mengurangi
abkan oleh emosi yang masih
labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang.
Melihat perkawinan di bawah umur dari berbagai aspeknya

memang mempunyai banyak dampak negatif.

104 Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan Berserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, cet.2, CV.Gitamaya Jaya,
2003, h.114
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Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkawinan
memerlukan tahapan kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan
tahap kematangan mental. Menurut Pasal 2 KUH Perdata, manusia
menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum sejak lahir sampai
meninggal, tetapi tidak semua orang sebagai pendukung hukum (recht)
adalah cakap (bekwaam) untuk melaksanakan sendiri hak dan

kewajibannya.

tlak dikaitkan dengan

/

U @gq QE w 4.0 /- orang di bawah umur

R SO UL RIRE R . bt (hukum)
| I A
dari perbuatannya. L 3 TKTarm, Kecakapan atau kemampuan
melakukan perbuatan hukum berhubungan dengan kedewasaan.
Pengertian dewasa adalah: sampai umur; akil balig (bukan kanak-

kanak) atau remaja , telah mencapai kematangan kelamin, atau matang

106 Manan Suherman dan J. Satrio, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur
(Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur), Nasional Legal Reform
Program, Jakarta, h.39



(tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya)?’.

Hal ini jika dilakukan penafsiran secara a contrario, maka yang
belum dewasa adalah belum sampai umur; akil balig (bukan kanak-
kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin, atau
matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya).

Sementara itu pengertian kedewasaan dapat dilihat dalam

ketentuan Pasal 330 KUHRgxdata yang memuat ketentuan bahwa belum

Apabila yang kawin

UNISSULA |

e (3 [ ]
belum k% r'tfﬂ-!.aeg 1@9‘&?”?&@3%&*!@- fibali lagi dalam keadaan

belum dewasa.

Ketentuan tersebut menunjukan bahwa Perkawinan merupakan
salah satu syarat yang menunjukan bahwa seseorang telah dewasa.
Dalam hal ini, seseorang yang telah kawin sebelum dewasa (21 tahun)
akan  mendapatkan memberikan  status kedewasaan, dalam

perkembangannya apabila perkawinan tersebut berakhir atau putus, dan

107 https://kbbi.web.id/dewasa



yang bersangkutan belum berusia 21 tahun, kedewasaan tersebut tetap
disandang.
b. Peran orang tua untuk menyadarkan anak nya tidak terjerumus
dalam perkwainan di bawah umur
Problem solving dalam pencegahan pernikahan di bawah umur
yaitu dengan memberikan pengarahan kepada orang tua mengenai

kesadaran dan peran orangafua dalam mendidik anak termasuk dalam

U ﬁs L A k meraih cita-cita,
m’u*ﬂyé”nh Lelunale, sehingga anak tidak

upaya dalam menekan

pernikahan di bawah umur.

Sosialisasi atau penyuluhan agama Islam juga sangat dibutuhkan
khususnya bagi pasangan yang menikah di bawah umur. Sebab dengan
adanya sosialisasi dan bimbingan penyuluh Islam yang dilakukan oleh
KUA atau penyuluh agama dapat menyadarkan masyarakat akan dampak

pernikahan di bawah umur termasuk dapat memberikan pemahaman



kepada masyarakat khususnya pasangan pernikahan di bawah umur
mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai aspek yang ada.

Upaya menekan angka perkawinan anak usia dini, dibutuhkan
adanya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ditekankan pada aspek
hukum, perihal legalitas usia minimum perkawinan untuk mempelai

perempuan maupun mempelai laki-laki. Agar lebih efektif, sosialisasi

dapat dilakukan pada sasarza

a orang tua anak dan anggota suatu

P rnberdayaan perempuan dan anak.

\ﬂéhﬂ ﬂ,f &i# asaran berupa orang tua atau

’N (.g sosialisasi secara
feadt b # \’ orang tua atau
>

Cep @S §sialisasi kepada

\ RN S8 K 08D APIOKY ! m solving pernikahan

e (3 [ ]
di bawah A\ \UAdam LR R A e -

a. Melaporka aK Derwenang
Apabila pernikahan di bawah umur terjadi tanpa izin atau melanggar
hukum yang berlaku, laporkan masalah tersebut ke pihak berwenang

seperti kepolisian atau lembaga perlindungan anak. Berikan bukti dan

108 Nur Putri Hidayah and Komariah Komariah, ESosialisasi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan,
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI 3,
No. 2 (2021): 206[18.



informasi yang jelas mengenai situasi tersebut.

b. Perlu adanya bimbingan perhadap pemahaman hukum
Contohnya: apabila terdapat batasan usia pernikahan yang diizinkan
adalah 19 tahun bagi laki- laki dan perempuan, namun terdapat kasus

pernikahan di bawah umur, langkah pertama adalah memahami secara

rinci ketentuan hukum yang berlaku..

UNIS!
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Perkawinan di bawakigumur di Indonesia adalah berupa tinjauan

batasan umur
0 ayat (1) UU

ierta Pasal 1330

b. ' Jﬁ, ap dL ihun 1974 Tentang

\x UNISSULA
Pl €A Lol

P
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

ahun 2019 tentang

Perlindungan Anak
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di KUA
Tegowanu adalah faktor ekonomi, hamil diluar nikah, rendahnya kesadaran
terhadap pentingnya pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, faktor malu
3. Pencegahan Perkawinan dibawah umur di KUA Tegowanu berbasis kepastian

hukum dengan cara Memberikan penyuluhan pada masyarakat di Kecamatan

112



Tegowanu atau mensosialisasikan UU Perkawinan di bawah umur, yaitu :

a. Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Sosialisasi Pencegahan perkawinan di bawah umur Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan

c. Peran orang tua untuk menyadarkan anak nya tidak terjerumus dalam

perkwainan di bawah umur

. Problem solving pen - di bawah umur dalam perspektif

U N! 5:‘]:" u B elalui penelitian ini
sebagai berikut ‘f':*:"!'-I'L‘l'-’-j_',.’l Iéﬁt! Lelwinela

1. Pemerintah

Kepada pemerintah Kecamatan Tegowanu baik Camat maupun Kepala Desa
dan Kantor Urusan Agama agar terus berusaha dengan sungguh- sungguh
dalam melakukan kerjasama yang baik dengan tokoh adat, tokoh masyarakat
dan tokoh agama dalam mencegah praktik perkawinan anak di bawah umur
dan berupaya memberikan kesadaran kepada masyarakat agar menikahkan

anaknya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku baik diri sisi hukum



positif maupun ajaran agama sehingga terwujud keluarga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah.

2. Orang Tua

Kepada kedua orang tua agar memperhatikan usia pernikahan anaknya agar

sesuai dengan undang- undang yang belaku demi Kesehatan dan keselamatan

anak itu sendiri

Kepada pelaku pernikzis gar menjaga Kesehatan dan

EENO

; ‘g"( 1580, tetap melaksanakan tugas
2 N

4 "ﬁ W-rumah tangga.

ia yang matang
pak positif bagi

baik secara fisik

\\ UNISSULA
5. Peneliti "f""*:"!'-I'!"l'-’-!',.’l 1&}?‘& Lelunmola

permanfaat bagi peneliti dan
masyarakat pada umunya dan menjadi bahan pertimbangan dan kajian untuk

penelitian senajutnya



